PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
__-—'-_—h_———__H___—ﬁ——"—*-_-—__—__“_—____;___“-————-H_—____“___

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a.  bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan
dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara
terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka
Penataan Desa yang lebih efektif dan efesien dalam wilayah
Kecamatan di Kabupaten Sintang;

b.  bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tantang
Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor T,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang ...



10.

i

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

14. Peraturan ...



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Menetapkan

Dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN
SINTANG

BAB I ...



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Sintang;
Bupati adalah Bupati Sintang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;

Kecamatan adalah Kecamatan wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah
kabupaten Sintang;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten:

. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa:

Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang
bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau
pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa:

10.Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintah desa.

BAB I
PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Kayan Hulu
yang meliputi:

a.
b.

C.

Desa Nanga Ungai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Ungai (Desa
Asal/lnduk); dan Desa Nanga Oran (Desa Pemekaran);

Desa NangaTonggoi dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Tonggoi
(Desa Asal/lnduk); dan Desa Tonak Goneh (Desa Pemekaran);

Desa Nanga Abai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Abai (Desa
Asal/lnduk); dan Desa Nangkak Lestari (Desa Pemekaran);

d. Desa ...



Desa Entogong dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Entogong (Desa
Asalllnduk); Desa Topan Nanga (Desa Pemekaran) dan Desa Mapan Jaya (Desa
Pemekaran);

Desa Riam Muntik dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Riam Muntik (Desa
Asal/Induk); dan Desa Tanjung Miru (Desa Pemekaran):

Desa Nanga Toran dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Toran (Desa
Asal/lnduk); dan Desa Buluh Merindu (Desa Pemekaran);

Desa Tanjung Lalau dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tanjung Lalau
(Desa Asal/induk); dan Desa Empakan (Desa Pemekaran);

Desa Tanjung Bunga dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tanjung Bunga
(Desa Asal/lnduk); dan Desa Empoyang (Desa Pemekaran);

Desa Nanga Payak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Payak (Desa
Asal/lnduk); dan Desa Merahau Permai (Desa Pemekaran);

Desa Lintang Tambuk dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Lintang Tambuk
(Desa Asallinduk); dan Desa Tanah Merah (Desa Pemekaran);

Desa Nanga Tebidah dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Tebidah
(Desa Asallinduk); dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran);

Desa Nanga Laar dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Laar (Desa
Asal/lnduk); dan Desa Kerapuk Jaya (Desa Pemekaran);

. Desa Nanga Masau dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Nanga Masau (Desa

Asal/lnduk); Desa Merah Arai (Desa Pemekaran) dan Desa Tapang Manua (Desa
Pemekaran).

Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka
Desa-Desa di Kecamatan Kayan Hulu menjadi:

meas e

Bl < a5 =

Desa Nanga Payak;
Desa Tanjung Bunga;
Desa Nanga Tebidah;
Desa Entogong;
Desa NangaTonggoi:
Desa Tanjung Lalau;
Desa Lintang Tambuk:
Desa Nanga Masau;
Desa Nanga Abai:
Desa Nanga Ungai;
Desa Nanga Toran;
Desa Riam Panjang;

. Desa Nanga Laar;

Desa Riam Muntik;
Desa Nanga Oran:
Desa Tonak Goneh;
Desa Nangkak Lestari;
Desa Topan Nanga;
Desa Mapan Jaya;
Desa Tanjung Miru;

u. Desa ...



L.

W.

dé,

bb.

cC.

(1)

(2)

€

4)

(5)

Desa Buluh Merindu:

. Desa Empakan;

Desa Empoyang;
Desa Merahau Permai:
Desa Tanah Merah:
Desa Landau Bara;
Desa Kerapuk Jaya;
Desa Merah Arai;
Desa Tapang Manua.

BAB Il
BATAS WILAYAH

Pasal 4

Batas wilayah Desa Nanga Oran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a
Peraturan Daerah ini adalah:

a. sebelah Utara dengan Dusun Nangkak Desa Nanga Abai:

b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Toran:

sebelah Selatan dengan Dusun Engkidau Desa Nanga Ungai;

sebelah Barat dengan Dusun Empokan Desa Tanjung Lalau.

ao

Batas wilayah Desa Tonak Goneh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b
Peraturan Daerah ini adalah:

sebelah Utara dengan Desa Entogong;

sebelah Timur dengan Desa Tanjung Lalau:

sebelah Selatan dengan Desa Engkurai Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi:
sebelah Barat dengan Desa Nanga Tonggoi.

o oW

Batas wilayah Desa Nangkak Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ¢
Peraturan Daerah ini adalah:

sebelah Utara dengan Desa Tanah Merah:

sebelah Timur dengan Desa Nanga Abai:

sebelah Selatan dengan Desa Nanga Oran;

sebelah Barat dengan Desa Buluh Merindu.

oo oo

Batas wilayah Desa Topan Nanga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d
Peraturan Daerah ini adalah:

sebelah Utara dengan Desa Nanga Ungai;

sebelah Timur dengan Desa Tanjung Lalau:

sebelah Selatan dengan Desa Nanga Tonggoi;

sebelah Barat dengan Desa Entogong.

aoow

Batas wilayah Desa Mapan Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d
Peraturan Daerah ini adalah:

sebelah Utara dengan Desa Entogong;

sebelah Timur dengan Desa Nanga Tonggoi:

sebelah Selatan dengan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi:

sebelah Barat dengan Desa Tanjung Bunga.

Qeooo

(6) Batas ...



(6)

(8)

9

(10)

(11)

(12)

Batas wilayah Desa Tanjung Miru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e
Peraturan Daerah ini adalah:

a. sebelah Utara dengan Kabupaten Kapuas Hulu:

b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Masau:

c. sebelah Selatan dengan Desa Riam Muntik:

d. sebelah Barat dengan Desa Riam Panjang.

Batas wilayah Desa Buluh Merindu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f
Peraturan Daerah ini adalah:

sebelah Utara dengan Desa Riam Panjang;

sebelah Timur dengan Desa Nanga Ungai;

sebelah Selatan dengan Desa Nanga Toran;

sebelah Barat dengan Desa Tertung Mau Kecamatan Kayan Hilir.

coow

Batas wilayah Desa Empakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Peraturan
Daerah ini adalah:

a.  sebelah Utara dengan Desa Nanga Unga:i

b.  sebelah Timur dengan Desa Lintang Tambuk;

c. sebelah Selatan dengan Desa Topan Nanga;

d.  sebelah Barat dengan Desa Tanjung Lalau.

Batas wilayah Desa Empoyang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h Peraturan
Daerah ini adalah:

sebelah Utara dengan Desa Nanga Payak;

sebelah Timur dengan Desa Tanjung Bunga;

sebelah Selatan dengan Desa Entogong;

sebelah Barat dengan Desa Nanga Payak.

Qo oW

Batas wilayah Desa Merahau Permai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf i
Peraturan Daerah ini adalah:

a. sebelah Utara dengan Desa Tertung Mau:

b.  sebelah Timur dengan Desa Nanga Toran;

c.  sebelah Selatan dengan Desa Nanga Payak;

d. sebelah Barat dengan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

Batas wilayah Desa Tanah Merah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ]
Peraturan Daerah ini adalah:

a. sebelah Utara dengan Desa Lintang Tambuk:

b.  sebelah Timur dengan Desa Nanga Abai:

c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Masau:

d. sebelah Barat dengan Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

Batas wilayah Desa Landau Bara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k
Peraturan Daerah ini adalah:

sebelah Utara dengan Desa Nanga Tebidah:

sebelah Timur dengan Desa Tanjung Bunga;

sebelah Selatan dengan Desa Nanga Tebidah:

sebelah Barat dengan Desa Nanga Ungai.

Qo0 oTo

(13) Batas ...



(13) Batas wilayah Desa Kerapuk Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf |
Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Riam Panjang;
b. sebelah Timur dengan Desa Riam Muntik;
c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Laar;
d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Abai.

(14) Batas wilayah Desa Merah Arai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf m
Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Abai;
b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Masau;
c. sebelah Selatan dengan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
d. sebelah Barat dengan Desa Lintang Tambuk.

(15) Batas wilayah Desa Tapang Manua sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf m
Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Riam Muntik:
b. sebelah Timur dengan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang;
c. sebelah Selatan dengan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Masau.

Pasal 5

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat
(4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), Ayat (12), Ayat (13),
Ayat (14), dan Ayat (15) Peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | sampai dengan Lampiran XV Peraturan ini, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEKAYAAN DESA

Pasal 6

(1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran
sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil
pemekaran.

(2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.

(3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

BABYV ...



BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-
desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

(2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil
pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil
pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Desa-Desa Pemekaran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-
Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud
Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Desa Defenitif.

(3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini, paling lama 2
(dua) bulan.

Pasal 10

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini,
Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa.

(2) Penunjukan ...



(2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.

(3) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah ditunjuk.

(4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk., BPD bersama Pejabat Kepala
Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada
desa-desa hasil pemekaran.

(2) Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, , adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah
menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa

Pasal 12

(1) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya
mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun
minimal 1 (satu) dusun pemekaran.

(2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui
Peraturan Desa.

Pasal 13

(1) Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban
melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa pemberian bimbingan,
pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun
sampai terbentuknya Desa Defenitif.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 ...



Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI SINTANG,
TTD
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Desember 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
TTD

ZULKIFLI. H.A.

LEMBARAN DERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 14
SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

/AN ‘SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
~KEPALA- BAG#\N HUKUM.

NIP. 520013292



LAMPIRAN | - PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR -~ 14 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRAS| DESA NANGA ORAN
KECAMATAN KAYAN HULU

112"8" 12510 112*15
; |
KECAMATAN Buluh Marindu |
KAYAN HILIR - 2
. I
|
° |
d . i Manga Laar |
(o] |
. Manga Tomn ] : ;
g8 ) . |
Nanga Abai
o () Q
5 ) 5
Nn%;ka Le_s!;m
Hugern h
Nanga L;"num ™
: > Ta ?m:ak Mealaban Merjak 8 _
Landm Bora o Blarakii
: pi i |
o Ebgkidan O Nanas O
0 e
Tabur 'O
i Bolang
°
NANGA TEBIDAY_
@ ] Enm(-g‘r)ng@ ° -n;wanc i
Tanjung Bunga |
2 e, Empakan Y A R E Ty (. I
o L] : [} =) o
=
|
maes 2o 2"15

L

[ KETERANG AN [_ j - —|
& i
[i—_.l Hatas Kecamamn I___e:_:l\ gy Metamaton |
== HBE= /U L]
.I‘.— | SUiriai :_—_' Nilvynte P Ik ) .!I .
o R Skala 1:150.000 PEMERINTAH KABUPATEN
| SINTANG

BUPATI SINTANG,



LAMPIRAN I

NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 30 DESEMBER 2007
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TONAK GONEH
KECAMATAN KAYAN HULU

112°10° 53
B
2]
i (=
2 Empakan e
o = o] o
°
~ - Tonak Ganeh
i @ Tanjung Lalau L]
L Mapan Jaya €
-
* Lintang Tambiik
° ©
Metanlik . ) ™ e
o Tanah Neran
o)
r‘lﬂllg;\ Tangpot
® Gununyg Baravang =
in | fe=]
5 | B
< |
N\ o
by Ly
|
KABUPATEN MELAWI
1 N
112°5" 112710 o
RETERANGAN =
—rh -
—_ &
[--—---: Hnlas Kuliipnimg [ = || Cesn |
| - | Batas Desn | ;_| Cusnn :
f | dntan i _] Wiyt Livsa i U ' : |
_:_fl Sunge: | ___[ Wilynh Derms P adearan et J
Skala 1:100.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

\\n-‘/




LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 30 DESEMBER 2007
TENTANG | PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA NANGKA LESTARI
KECAMATAN KAYAN HULU

112°5 112°1( 112°18' 112°20°
KECAMATA N y F-?i:lrn.%'nr\[aTu_} -
KAYAN
HILIR
] ol ~ Riam Muntik
=) . 9 =]
2 | =3
© ! =1
: IF\nFuh Wesendi I |
o |
~]
. p ||
.. Manga Laar : f
o Manga Toran Manga Abai n .
(Vo] T (o) [ ]
6 | ; T 2
L= : Mingka Lestarn o
-
. N.‘{ll_(_[.;k-‘l_lrﬂ_}-'il ] 4
K'—II’"‘:::\I Rsira Nengn Grts
o o |
ol a
.. NANGA TEBIDAH -
o @. PY ! eTopan Manga
Entogong 4 I3
9 , | Em[:_;;l(ﬁn | E 3
a ™ b L e o T o SR | 3
= ! e ° |
Nanga Masan
{ | N
" b i i | - |
112°5 112°10' 11215 2n20
KETERANGAN 1 \
—___J Batns Mecamaty '_ ‘l}_r bukbls Kecdinati | j |
[ -] Batas Cesa e _: Desa I. I
’—-—| it e | [hasdin i .
’__| S ! j Wi s |pret ke \ :.
[ vwieyan Lesa vemetcarm Skala 1 :200.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

\\\m//




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

14 TAHUN 2007
30 DESEMBER 2007

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TOPAN NANGA

KECAMATAN KAYAN HULU

112°00°

112°8%° 112"10
- © Landau Bara ' .
taralan Peima [ Managi Oran
0O ; 2]
: _ s
Manga Payak 4]
0]
s
®
£ e |
‘I':m}:'m'g)Bunga NANGA TFS‘DAH Tu}: p—
[« / Enln&ong‘ | * . O s,
" Bmpoyarg : A ' S |
o | 4 : " e |
S = - o L Empakan - . d E
o * Jurigkau o =
{ L ™
° |
I
Mapan J"“l :F{:.ni\k Goneh
ot i A %
nnung} Lalauy
® Supunyg Pelalk i ;
~ i ° : i |
1 . _
- ] i -4 E - .
Tre— Manga Tenggoi
4] o ggol A
. °
in 12
: ~ 5
KABUPATEN MELAWI —
112°00! 112°5" 112710
KRETHERNNGAN ‘ ,
| | Bales Facamator . 2 L | ) ¢
i__ - I Blitns Desa :f = ‘, v .
| g | - J \ .
T | rian T At M= s [
e — ;
[ ] Wi Desa timonscan Skala 1:150.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

\\ﬂ/




LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR - 14 TAHUN 2007
TANGGAL 30 DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG
PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MAPAN JAYA
KECAMATAN KAYAN HULU
112700 112°5% 112°10°
5y Landau Biyra —
Warahal Bermai 0 Manga Oran
o) . o
1Ni!l!'.‘|-l Payak
a
miung Bungs /NANGA TS
e PfB ‘ Enfq(gtrmﬁ_@ o .IU'}'”E)Nd”g"
Empoyang ; 1
s
;c_; Empakan - . 3
] ® lunakau o o
Mapan 4a ATonak Ganeh
d ‘T- Rk H‘}, ‘ Tanung Latay
® Gupunp Pelalk L8]
b i
¥ BLEET !.riqu-u .
=)
L]
re} Q
2 3
KABUPATEN MELAWI
B 112700 112°8° 12900
Kl ERANGAN i o ] I
i Hal I - | Mamete wo it //\
= . I . | I.ll._-.l & h
ll'T = : T St P i !'
= AL ki Skala 1:150.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

N



LAMPIRAN V| PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR - 14 TAHUN 2007
TANGGAL : 3p DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG MIRU
KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN KAPUASHULU
in %
(=] X
m
0
I
=
=3
i}
=
W
fo E
- bl Baribint E
pod
'_-,.'.-.(i's‘- sk 5
8 - g
-
2 20 112725 112730
|
| Haths Kecamarar . T _ :
1 Hains Desp B o ] LAGLE e B BTSN TR T U !I ' :I
== \ | y
L _I Jain .[__I Wiyl s T aran r
Sungon Skala 1:200.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG
|

BUPATI SINTANG.

N -



LAMPIRAN VII : PERATURAN
NOMOR
TANGGA

TENTANG

DAERAH KABUPATEN SINTANG
- 14 TAHUN 2007
30 DESEMBER 2007
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BULUH MERINDU

KECAMATAN KAYAN HULU

N

112700 112°5° 11210
Riarry F‘_"munnn
o)
g & B
Buluh Metindy
KECAMATAN O
KAYAN HILIR
® g Muan
o,
Mangeau Taniung Rambon
) il I
Melabak Mange Undai
(o]
Nanga Toran ¢ Narnj;g Ahai
in ’ =]
o . U
Nangka Lestari
ﬁ +
Manga L
[a)
- Landay Bara o .
Marahau Perme & ] Nangn Oran
1@ (&)
Sl -
MNanga Payak
n .
P
112°00° 1M s mamo
KETERANGAN
|
__| Hatme 1z I___ I | |
Bistins [ese | e ] sUn | I
[ _] Jisygs II_ .-I Byal [esa i IJ'I .
— S I _- iy e 1 ' L ! k-
| I .
Skala 1:150.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG
BUPATI SINTANG,




LAMPIRAN VIl - PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 30 DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA EMPAKAN

KECAMATAN KAYAN HULU

112°5 112710
NANGA TEBIDAH
@ Topan Nanga
* . -
I
Entagang -
= (=]
T Empakan L] -
= 2 P Tarak 1z
® Kaliweh
|
o __.' ionakﬂGml.an . y
Mapan Jaya Tanjung Lalau
Jolai | 8
L]
{ Joka il Linmtang Tambink
i ° 0
1 .
s
Manga Tonagni
1ang o
®
11225 112°10
KETERANG AN .
[ | Gute Pieca » Iukols Kecdinnter ¥ |
— % = - ‘ ;
l__; i ’ 57 | L U : | .
[_- ! Wil Phosg 1is: b - ’ ’
[ it Skala 1:100.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,




LAMPIRAN IX - PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL © 30 DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA D|

KABUPATEN SINTANG

KECAMATAN KAYAN HULU

PETA WILAYAH ADMINISTRAS] DESA EMPOYANG
KECAMATAN KAYAN HULU

112700 11208
- Landau 'Balr-zi‘-_
- e
" Marahau Permal
(o)
Nanga Payak
& naa Paya
°
.
T Bunga MANGA TEBIDAM
Tanfing Bunga
) o,
Q ;
Empoyang Entagony
=] :
S n =
~ . .
KECAMATAN
KAYAN HILIR
® Ransa
Tomak Goneh
e | o
o Mapan .|}w;|
KABUPATEN _ i
MELAWI X . >
112°00° ) P
KETERANTIAN [ —|
3 |
| mmts eais pate :_ ® | IR M b |
Sativr ¥ ercamatin | U |
Bt Tiwrien ' / |
_r sninr I AL AN Pl Bt |
] Sorym I Vwmh s rnatioran Skala 1:100.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

\\.m/



LAMPIRAN X

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

14 TAHUN 2007

NOMOR
TANGGAL 30 DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG
PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MERAHAU PERMAI
KECAMATAN KAYAN HULU
112°00" 112"8'
N;m,qeLIT.n.m
KECAMATAN
KAYAN HILIR
: Landair Bara

i .Mdl’.\‘{hf]:!‘ Prrmay @

MNanga Payak

o]

Tar|||.mlﬂ‘E!nna:-a ""'AMG'Q(!I!EBHMH
o .
Ehipn\,-anq Entogong
[
!1?";}0' 12ty
KETERANGAN T
o _I .-'.'..|.|.,-.|r. Py i ik
| Wi riono Skala 1:150.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

N,



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

|

LAMPIRAN X
NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 30 DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG
PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANAH MERAH
KECAMATAN KAYAN HULU
11210 112°15
Guring Panjang : f
I 4
Bangsin
L]
Lintang Tambuk |
2} Tarah Memh
L] Lo,
Temivana ®Bankal
: KABUPATEN MELAWI )
114;10' 112*15
KETERANGAN , A

'——‘| Balzs Katupaten lr_"_[ De=s ¥ r

— _] Batas Desa l; _-I ERisun ’ - ‘
—_ sl [ B SN s MUk |

- PG | | Wiyt Dasn Py cainrm i

Skala 1:100.000 PEMERINTAH KABUPATEN
l [ SINTANG

BUPATI SINTANG,

N



LAMPIRAN X|] - PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 30 DESEMBER 2007
TENTANG PEMEKARAN DESA D) KECAMATAN KAYAN HUILU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA LANDAU BARA
KECAMATAN KAYAN HULU

B | N

Nanga Taran
2]
i 5
o L1
-‘J;\n_r_;;- .'_Jm;g.
0
Landau Bara.
o,
o
T Marahau Parmal . 4

Toemedal S

°
w
NANGA TEBIDAH
Tanjung Bunga : i {
Q @I -Deming Sumo Topan Manga
® lra Satlana
Entogong’
= - - : T . Empakan L] 3
5 ~ o Q
.
®
1127g
I
KETERING AN T ’ ' _\] —[
I_---_1 Bular Mecamatan "_ 2 | htEate Mecanisian J
[ | Bates Desa :ij Drsa |
|____ nr |‘-_- -II LS ||
|-____I FLTI I _| Wbt M diinibe |
I Skala 1:100.000 PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG
—

BUPATI SINTANG,

N



LAMPIRAN XII|

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

- 14 TAHUN 2007

30 DESEMBER 2007

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA KERAPUK JAYA
KECAMATAN KAYAN HULU

12°10 1M2"1s 11220
o - q
o = o
L] o ®
Ty Miru
‘.'Jc
Rinm Panjang 1
Riam Mk
[a] | a
Karapuk diyi :
3 - 8
Kedomba Panduny
Piti
L »
Nantga Laar Nanga Tarah
0
o |
st A Rianm F’ml‘m_q
in (=] (=]
= " £n
. Mangka Leslan
SO
|
| s
&
Narnga Crian
o
® e
|
1210 112*1% 112724
- —
RETER ANG AN : ]
=— —_— 4 |
I = | Butss ¥ahupatee & | v Hecmnty | |
_| Fatps Kecamaoin [ e Fesn

_i Builinis Desia
| | biakivty

|'. _}' Lkt

J
e | pusim
—nt
1

[ WL S el

J WIS ekl an

Skala 1:200.000

SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN

BUPAT! SINTANG,



LAMPIRAN XIV - PERATUR
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

AN DAERAH KABUPATEN SINTANG
14 TAHUN 2007
30 DESEMBER 2007

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MERAH ARAI
KECAMATAN KAYAN HULU

i e X 112720 112725 112" 30
.
ﬁl'"langa Laar
in Q
o o
Cemare 1
L]
® Cemare |
Tapang Marnum
O
5 ierah Aral Q
= - x *Malaban Padin ' ol ' i
5 o | MeRRInPed KECAMATAN SERAWAI |2
o i ol
- Nanga Masai |
; |
_Tanah Morah KABUPATEN
d ® T MELAWI |
Lot | i |
112715 112°70 112028 112°30
—
KITERANGAN [ ,
l i | ! )
!_ | Bt Kot | . I g ‘
i: — | Golus Dusa |_ | Wissyah Desa IR |.\' i |
[ | s [ vilmyen pess pomesaras S
] suon Skala 1:200.000 PEMERINTAH KABUPATEN
l_ SINTANG

BUPATI SINTANG,

A
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

PENJELASAN UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang, dilatar belakangi oleh faktor-faktor
antara lain sebagai berikut: (1) Luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km? atau
sekitar 14 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat, (2) Pertumbuhan penduduk yang
cukup tinggi (rata-rata 2,02% pertahun), (3) Rentang kendali Pemerintahan Desa yang
sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan
wilayah lainnya (lbukota Kabupaten ke Kecamatan, Ibukota Kecamatan ke Desa
maupun antar desa), serta (4) Prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai
antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemekaran desa merupakan upaya memberikan
pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam
rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efesien dalam wilayah Kecamatan di
Kabupaten Sintang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas.

Pasal 2 . Cukup jelas.

Pasal 3 . Cukup jelas.

Pasal 4 . Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset,

barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan
dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini
adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan
pihak ketiga seperti fee/komisi dari pihak ketiga.

Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 . Cukup jelas.
Pasal 9 . Cukup jelas.
Pasal 10 . Cukup jelas.

Pasal 11 ...



Pasal 11

Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

- Yang dimaksud dengan memfasilitasi penetapan

pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran
adalah  kegiatan = mengarahkan, membimbing  dan
menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan
dengan penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa
hasil pemekaran berdasarkan asas musyawarah mufakat di
tingkat desa.

. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 14



